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ABSTRAK :  - Bahwa berdasarkan Pasal 11 Permenkeu RI 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, penyaluran tahap III Pajak Bumi dan Bangunan 
Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota sebesar selisih antara 
alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah disalurkan dari tahap I sampai dengan tahap II, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian 
Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 12 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 68, TLN No. 3312) sebagaimana telah diubah dengan UU 12 
Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 62, TLN No. 3569), UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN 
No. 4438), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167) sebagaimana telah diubah 
dengan UU 11 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 81, TLN No. 5233), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 
2005 No. 137, TLN No. 4575), Permenkeu RI 244/PMK.07/2010 sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Permenkeu RI 172/PMK.07/2011, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010 (BN 
Tahun 2010 No. 343). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Alokasi definitif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada 
seluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2011 didasarkan atas prognosa realisasi penerimaan 
PBB Tahun Anggaran 2011. Alokasi definitif PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada 
seluruh kabupaten dan kota merupakan revisi atas alokasi sementara PBB Bagian Pemerintah Pusat 
yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2011 sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana 
Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.07/2011. Alokasi definitif PBB bagian 
Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2011 adalah 
sebesar Rp2.922.957.844.171,00 (dua triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus lima 
puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah). Penyaluran 
alokasi definitif PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2011 dan diundangkan pada tanggal 2 
Desember 2011. 

  - Lampiran : 1-24. 

 


